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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

1. Anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto sering 

dijumpai menggunakan hak tersebut demi menjaga dan melancarkan 

kepentingan nasional negaranya. Akibatnya, Dewan Keamanan sering 

mengalami hambatan dalam memutuskan tindakan berkaitan dengan 

pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Kasus Israel – 

Palestina terus bergejolak hingga hari ini, dikarenakan veto Amerika Serikat 

yang selalu digunakan untuk melindungi Israel. Gejolak konflik di Suriah 

tak kunjung terselesaikan karena Rusia yang aktif menggunakan hak 

vetonya berkenaan dengan permasalahan tersebut demi melindungi Suriah. 

Fakta-fakta tersebut telah cukup menjadi bukti untuk menyatakan bahwa 

veto tidak memberi pengaruh positif bagi Dewan Keamanan dalam 

memelihara perdamaian dan keamanan internasional, tetapi membuat peran 

Dewan Keamanan menjadi tidak efektif dan efisien sebagaimana tujuan 

pembentukannya. 

2. Langkah dan tindakan solutif dalam menyikapi hal tersebut demi masa 

depan Dewan Keamanan yang lebih baik adalah pembatasan hak veto 

melalui pengaturan khusus (lex specialis). Tindakan tersebut akan menjadi 

eligible option yang dapat menampung segala keinginan dan kehendak 

mayoritas yang lahir dari entitas masyarakat internasional seutuhnya demi 

usia panjang sebuah kehidupan yang damai. 
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5.2 Saran 

Perserikatan Bangsa-Bangsa harus segera membentuk lex specialis yang 

akan menjadi pedoman dan mekanisme penggunaan hak veto. Substansi dari lex 

specialis tersebut kurang lebih garis besarnya adalah sebagai berikut: 

1. Terhadap kejahatan kemanusiaan, hak veto dilarang untuk digunakan. 

2. Terhadap permasalahan yang sama, masing-masing pemegang hak veto 

hanya dapat menggunakan haknya sebanyak 3 kali dalam hitungan 

waktu yang sama dengan masa kerja anggota tidak tetap (2 tahun). 

3. Terhadap permasalahan yang sama, jika resolusi tidak berhasil 

dilahirkan karena dikenakan veto dalam 5 kali pembahasan secara 

berturut-turut, maka Dewan Keamanan dianggap gagal dan kepada 

Majelis Umum diberikan tanggung jawab untuk menyelesaikan 

permasalahan tersebut. 
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